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Abstract

Utilization of environmental services is the utilization of the potential of protected forests by
not damaging the environment such as ecotourism, challenging sports tourism, water
utilization and carbon trading. The purpose of this community service is to educate the group
so they can manage the area that has been given for 35 years in order to increase the income
of group members. It is hoped that KTH Gorbus Nauli will have knowledge and
understanding of area management in accordance with its functions. Forest management
literacy with the people through community forestry and making breakthroughs with
stakeholder institutions for group goals. To overcome the problems faced by the Gorbus Nauli
Nagori Forest Farmer Group, Sait Buttu Saribu, Pamatang Sidamanik District, Simalungun
Regency, the team offered several problem-solving methods through mentoring and joint
discussions as well as studies with KTH groups that had an Independent rating. The
development of ecotourism will be successful if all related parties are guided by three things,
namely: natural areas must experience as little development touch as possible, otherwise
something natural and unique to the local area needs to be developed; the existence of a
tourist area that has developed must not rule out environmental conservation activities that
must always be carried out to maintain the preservation of protected forests; local residents
or in this case members of HKm - HL farmer groups must be the first beneficiaries of
developed tourism activities.
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Abstrak
Pemanfaatan jasa lingkungan adalah pemanfaatan potensi hutan lindung dengan tidak merusak
lingkungan seperti ekowisata, wisata olah raga tantangan, pemanfaatan air dan perdagangan
karbon. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini untuk melakukan edukasi kepada kelompok
agar dapat mengelola kawasan yang telah diberikan selama 35 tahun dalam rangka peningkatan
pendapatan anggota kelompok. Diharapkan KTH Gorbus Nauli memiliki pengetahuan dan
pemahaman tentang pengelolaan kawasan sesuai dengan fungsinya. Literasi pengelolaan hutan
bersama rakyat melalui hutan kemasyarakat serta melakukan terobosan dengan lembaga-
lembaga pemangku kepentingan untuk tujuan kelompok. Untuk mengatasi persoalan yang
dihadapi Kelompok Tani Hutan Gorbus Nauli Nagori Sait Buttu Saribu Kecamatan Pamatang
Sidamanik Kabupaten Simalungun, maka tim menawarkan beberapa metode pemecahan
masalah melalui pendampingan dan diskusi bersama serta studi dengan kelompok-kelompok
KTH yang telah memiliki peringkat Mandiri. Pengembangan ekowisata akan berhasil jika
seluruh pihak terkait berpedoman pada tiga hal yaitu : area alami harus sesedikit mungkin
mengalami sentuhan pembangunan, sebaliknya perlu dikembangkan sesuatu yang alami dan
khas daerah setempat; adanya areal wisata yang sudah berkembang tidak boleh
mengesampingkan kegiatan konservasi lingkungan yang harus selalu dilakukan untuk menjaga
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kelestarian hutan lindung; penduduk lokal atau dalam hal ini anggota kelompok tani HKm - HL
harus menjadi penerima pertama manfaat dari kegiatan wisata yang dikembangkan
Kata Kunci : Kawasan Hutan, Ekowisata, Kelompok Tani Hutan

PENDAHULUAN

Perhutanan Sosial adalah sistem
pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan
dalam kawasan hutan negara atau hutan
hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh
masyarakat setempat atau masyarakat hukum
adat  sebagai  pelaku utama  untuk
meningkatkan kesejahteraannya,
keseimbangan lingkungan dan dinamika
sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa,
Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman
Rakyat, Hutan Adat dan kemitraan
kehutanan.

Ditetapkannya Permen LHK Nomor 9
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan
Sosial adalah menimbang bahwa untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 247 Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kehutanan, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan tentang Pengelolaan
Perhutanan Sosial telah dijabarkan ke dalam
serangkaian  peraturan  menteri  yang
mengakomodir pengelolaan hutan oleh
masyarakat seperti yang diamanatkan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Pengelolaan Hutan Bersama
Masyarakat adalah sistem pengelolaan
sumberdaya hutan dengan pola kolaborasi
yang bersinergi antara pengelola hutan dan
masyarakat desa hutan atau para pihak yang
berkepentingan dalam upaya mencapai
keberlanjutan fungsi dan manfaat
sumberdaya hutan yang optimal. Pengelolaan
Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM)
merupakan salah satu bentuk program
perhutanan sosial yang telah berkembang
dalam konteks pengelolaan hutan Indonesia
serta telah mengikuti proses dan dinamika
kehidupan masyarakat dan kelembagaan
pedesaan pada tingkat lapang (Hakim et al.,
2010).

Perhutanan Sosial adalah sistem
pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan
dalam kawasan hutan negara atau hutan hak /
hutan adat yang dilaksanakan oleh
masyarakat setempat atau masyarakat hukum

utama  untuk
meningkatkan kesejahteraannya,
keseimbangan lingkungan dan dinamika
sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa,
Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman
Rakyat, Hutan Adat dan kemitraan
kehutanan. FKKM (2015) dalam (Sudarsono,
2016) menyatakan Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan telah mentargetkan
12,7 juta ha perhutanan sosial, meliputi
HKm, HD, HTR, dan HD pada 2014 - 2019.
Target luasan perhutanan sosial itu belum
termasuk Kemitraan Kehutanan. Target
minimal perhutanan sosial adalah seluas 12,7
juta ha di areal hutan lindung, produksi
terbatas dan produksi tetap.

Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah
hutan negara yang pemanfaatan utamanya
ditujukan untuk memberdayakan masyarakat
setempat, dengan sasaran adalah kawasan
hutan lindung dan hutan produksi; belum
dibebani hak pengelolaan atau izin
pemanfaatan; menjadi  sumber  mata
pencaharian masyarakat setempat serta ijin
diberikan kepada “Kelompok Masyarakat
Setempat” (Rahmina et al. 2012).

Pengelolaan Hutan Berbasis
Masyarakat (PHBM) merupakan salah satu
bentuk program perhutanan sosial yang telah
berkembang dalam konteks pengelolaan
hutan Indonesia serta telah mengikuti proses
dan dinamika kehidupan masyarakat dan
kelembagaan pedesaan pada tingkat lapang
(Hakim et al. 2010). PHBM adalah sistem
pengelolaan hutan yang memberikan hak,
kewajiban dan tanggungjawab masyarakat
setempat untuk mengelola hutan. PHBM
merupakan wujud keberpihakan negara agar
hasil dari pembangunan kehutanan menetes
kepada masyarakat paling bawah (Sudarsono,
2016).

(Cahyaningsih, Pasya & Warsito,
2006), telah membagi manfaat HKm
kedalam tiga aspek diantaranya manfaat
HKm bagi masyarakat, Manfaat HKm bagi
pemerintah serta manfaat HKm terhadap
fungsi Hutan dan Restorasi Habitat. Manfaat
HKm untuk masyarakat antara lain (i)

adat  sebagai  pelaku
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pemberian izin kelola HKm dan memberikan
kepastian hak akses untuk turut mengelola
kawasan hutan. Masyarakat atau kelompok
tani HKm menjadi pasti untuk berinvestasi
dalam kawasan hutan melalui reboisasi
swadaya mereka; (ii) menjadi sumber mata
pencarian dengan memanfaatkan hasil dari
kawasan hutan. Keanekaragaman tanaman
yang diwajibkan dalam kegiatan HKm
menjadikan kalender musim panen petani
menjadi padat dan dapat menutupi kebutuhan
sehari - hari rumah tangga petani HKm; (iii)
kegiatan pengelolaan HKm vyang juga
menjaga sumber - sumber mata air dengan
prinsip lindung, berdampak pada terjaganya
ketersediaan air yang dapat dimanfaatkan
untuk kegiatan rumahtangga dan kebutuhan
pertanian lainnya; (4) terjalinnya hubungan
dialogis dan harmonis dengan pemerintah
dan pihak terkait lainnya. Diskusi - diskusi
dan komunikasi yang dibangun dan
dilakukan melalui kegiatan HKm telah
menghasilkan komunikasi yang baik dan
harmonis antar para pihak, yang dulu
merupakan sesuatu hal yang jarang
ditemukan; (5) adanya  peningkatan
pendapatan non tunai dalam bentuk pangan
dan papan.

Dalam proses pelaksanaan
pengelolalaan HKm, tantangan merupakan
hal yang sudah tidak biasa lagi bagi para
pengelola. (Markum et al., 2015) telah
memaparkan beberapa tantangan pengelolaan
HKm kedepannya meliputi:

1. Kemajuan  dalam  Pemberian ijin
Penetapan Areal HKm (land tenure
based), belum diimbangi dengan upaya
Pembinaan Tata Kelola Lahan secara
berkelanjutan (land use management
based).

2. Kasus llegal logging dan perambahan
hutan di lokasi HKm dan sekitar HKm
masih banyak.

3. Pengemanan dan penegakan hukum yang
belum efektif.

4. Tata kelola HKm sudah berhasil secara
ekonomi namun belum berhasil secara
konservasi.

5. Meningkatnya pencapaian produksi Hasil
Hutan Bukan Kayu (HHBK) belum
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didukung oleh pengembangan bisnis yang
terintegrasi.

6. Kebijakan tentang kemitraan kehutanan
dan UU tentang Pemerintahan Daerah
telah menyebabkan situasi ketidak pastian
terhadap proses perizinan dan pembinaan
HKm

Pengelolaan hutan di Indonesia telah
mengalami perubahan paradigma, di mana
awalnya terlalu berbasis pada negara (state
based), khususnya di era orde baru, menjadi
pengelolaan yang berbasis pada masyarakat
(community based), yang dimulai di akhir
masa pemerintahan orde baru hingga saat ini.
Paradigma pembangunan sumber daya alam
hutan dengan pendekatan community based
ini disebut community forestry (kehutanan
masyarakat). Sistem kehutanan masyarakat
sebenarnya telah berkembang dengan baik di
Indonesia dalam bentuk hutan rakyat, hutan
adat, hutan keluarga, hutan desa maupun
hutan kampung (Awang, 2003).

Tanaman sela yang  ditanam
masyarakat di lahan HKm bervariasi
tergantung dari kebiasaan setempat. Petani
HKm Sesaot di Lombok menanam kopi dan
buah-buahan di sela tanaman kayu (Galudra
et al., 2010). Jenis tanaman sela dominan
pada HKm di desa Tanjung Alai, Riau,
adalah karet, sungkai, durian, rambutan, kopi
dan pinang (Rochmayanto & Sasmita, 2005).
HKm di Lampung lebih dominan dengan
tanaman kopi, cokelat dan buah - buahan
(Sanudin et al, 2016). HKm di Gunung kidul
mengusahakan tanaman palawija, rumput
pakan ternak dan buah - buahan sebagai
tanaman sela di antara tanaman kayu jati
(Mulyadin et al.,, 2016). Program HKm
dilaksanakan baik pada kawasan hutan
produksi maupun hutan lindung. Sesuai
dengan fungsi masing - masing hutan, maka
terdapat perbedaan kegiatan yang boleh dan
tidak boleh dilakukan oleh masyarakat
(Anonim, 2014).

Pemanfaatan jasa lingkungan adalah
pemanfaatan potensi hutan lindung dengan
tidak merusak lingkungan seperti ekowisata,
wisata olah raga tantangan, pemanfaatan air
dan perdagangan karbon. Pemungutan hasil
hutan bukan kayu misalnya pemungutan
rotan, madu, getah, buah, jamur atau sarang
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burung walet (Ginoga et al., 2005; Dewi et
al., 2010). (Fandeli, 2002), menyatakan
bahwa hutan, apabila memiliki obyek alam
yang menarik dapat dimanfaatkan untuk
pengembangan ekowisata. Hal ini sesuai
dengan kondisi hutan lindung yang dikelola
oleh petani HKm di Yogyakarta.

Kelompok Tani Hutan (KTH) Gorbus
Nauli berada di Nagori Sait Buttu Saribu
Kecamatan Pamatang Sidamanik dengan
jumlah anggota 50 orang. KTH Gorbus Nauli
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memiliki perencanaan dengan membangun
kelompok usaha Hasil Hutan Bukan Kayu
seluas 20 hektar dengan pemanfaatan getah
pinus, Jasa Lingkungan seluas 10 hektar yang
diperuntukkan untuk kegiatan ekowisata
berupa pemanfaatan view Danau Toba,
Camping Ground dan Rest Area, kegiatan
usaha agroforestry seluas 40 hektar dengan
tanaman sela kopi dan tanaman semusim
lainnya, serta kelompok usaha perlebahan.

Permasalahan Mitra

Keberadaan Kelompok Tani Hutan
yang dibentuk atas dasar kepentingan
bersama sekelompok orang, membuat visi
dan misi bersama untuk meningkatkan
kesejateraan, akan lebih abadi jika
pembentukannya  atas  dasar inisiatif
masyarakat, bukan inisiatif penyuluh.
Selogan di atas sebagai ungkapan kepuasan
akan kehadiran penyuluh yang mendampingi
kelompoknya. Sejatinya KTH inilah yang
kemudian mempunyai kekuatan organisasi,
SDM dan pranata sosialnya. Perencanaan
yang dilakukan oleh kelompok dengan
pengembangan empat unit usaha berupa
HHBK, Jasa Lingkungan, Agroforestru dan
perlebahan, terlihat masih dalam stagnan

Pengelolaan untuk jasa lingkungan
mendapat tantangan sendiri, di mana
infrastruktur yang tersedia belum memadai,
baik tempat berteduh masyarakat untuk
memanfaatkan rest area, camping ground dan
sarana keperluan berupa toilet misalnya
terkendala dengan status kawasan lindung.
Mengingat potensi hutan pinus Yyang

Gambar 1 : Lokasi Kelompok Tani Hutan Gorbus Nauli

memiliki daya tarik sendiri. Demikian juga
kegiatan agroforestry yang direncanakan
dengan  pemanfaatan  kawasan  untuk
budidaya kopi, juga belum berjalan. Hal ini
disebabkan karena pemahaman anggota
kelompok yang belum maksimal. Sebuah
contoh misalkan untuk rest area, setiap
minggunya dilakukan pembenahan oleh
anggota  sebanyak 15 orang  serta
menggunakan dana urunan.

Melihat kondisi permasalahan
tersebut,  tujuan  pengabdian  kepada
masyarakat ini untuk melakukan edukasi
kepada kelompok agar dapat mengelola
kawasan yang telah diberikan selama 35
tahun dalam rangka peningkatan pendapatan
anggota kelompok.

Dengan adanya  kegiatan ini,
diharapkan KTH Gorbus Nauli memiliki
pengetahuan dan pemahaman tentang
pengelolaan  kawasan  sesuai  dengan
fungsinya.  Literasi pengelolaan  hutan
bersama rakyat melalui hutan kemasyarakat
serta melakukan terobosan dengan lembaga -
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lembaga pemangku kepentingan untuk tujuan Metode pelaksanaan kegiatan
kelompok pendampingan ini, disajikan pada tabel
dibawah :
METODE
Tabel 1. Metode Pelaksanaan
No Permasalahan Solusi Metode
1 | Permasalahan Kelompok tentang | Memberikan penjelasan tentang Paparan dan
Ekowisata pentingnya pengelolaan ekowisata brainstorming

dengan pemanfaatan kawasan
Memberikan penjelasan tentang
alternative infrastruktur sekaitan
dengan status hutan lindung
Memberikan penjelasan tentang pola
agroforestry

Memberikan penjelasan tentang pola
pemanfatan kawasan untuk camping
ground

2 Permasalahan infrastruktur
untuk mendukung Ekowisata

Paparan dan
brainstorming

3 | Pengembangan Agroforestry Paparan

4 | Pengembangan Rest Area untuk
Camping Groun

Paparan dan
penunjukan
potensi lokasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelompok HKm - HL Gorbus Nauli
Nagori Sait Buttu Saribu Kecamatan
Pamatang Sidamanik Kabupaten Simalungun
berupa satu hamparan dengan luas 100
hektar. Jenis tanaman pada areal HKm, untuk
tanaman kayu tusam; tanaman MPTS:
mangga, pakan ternak : rumput gajah ;

hutan yang mempunyai masalah keterbatasan
pemilikan lahan pertanian. Hasil pangan
yang didapatkan dari lahan milik kurang,
sehingga petani mengelola lahan hutan yang
berdekatan dengan tempat tinggal. Jarak
tempat tinggal dengan hutan relatif dekat,
berkisar antara 100 — 1.000 meter. Setelah
ada program HKm, barulah petani mengelola

tanaman pangan / tumpangsari cabai, lahan hutan secara resmi dengan izin
serewangi. Petani pengelola HKm - HL pada pemerintah
mulanya merupakan masyarakat sekitar
Tabel 2 : Deskripsi, Peluang dan Tantangan Obyek Wisata HKmHL Gorbus Nauli
Gorbus Nauli Peluang Tantangan
Areal hutan berbatasan dengan e Kawasan sudah masuk ¢ Menyeimbangkan tiga
jurang dan tebing karst Gepark dalam Geopark Toba yang fungsi geopark yakni
Toba, dengan daya tarik wisata : akan masuk dalam jaringan edukasi, konservasi dan
1. Hutan Pinus geopark internasional pemberdayaan masyarakat
2. View Danau Toba sehingga akan langsung e Pengetahuan masyarakat
3. Jalur KSPN Danau Toba dibina UNESCO tentang edukasi dan
4. Dekat dengan Pelabuhan e Kawasan dalam areal konservasi masih harus
Tigaras Danau Toba KSPN Danau Toba ditingkatkan
5. Kondisi Wisata mulai terbuka. |  sehingga akan mendapat e Banyak objek wisata sejenis
dukungan sentuhan infra yang sudah berkembang di
struktur dan mendapat sekitar kawasan
dukungan pemprovsu dan (Simarjarunjung)
pemerintah pusat e Status kawasan HL, tidak
e Peluang wisata praktik memungkinkan membangun
pengelolaan hutan untuk fasilitas penunjang
konsumsi pelajar dan permanen
mahasiswa
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Gambar 2 : Kawasan Hutan Pinus Gorbus Nauli
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Gambar 3 : View Danau Toba dari Gorbus Nauli

Seperti ditunjukkan pada Gambar 2
dan 3, perlu dikelola secara serius karena
merupakan salah satu dari geoside (lokasi) di
Danau Toba yang merupakan bagian dari
rencana pengembangan Global Geopark dan
KSPN Danau Toba. Kawasan Geopark
adalah kawasan lindung berskala nasional
yang mengandung situs warisan geologi
penting dan memiliki daya tarik keindahan,
kelangkaan sehingga dapat dikembangkan
sebagai bagian dari konsep integrasi
konservasi, pendidikan dan pengembangan
ekonomi local (Anonim, 2004). Adapun yang
harus diperhatikan adalah menyeimbangkan
tiga fungsi geopark : edukasi, konservasi dan
pemberdayaan masyarakat. Untuk fungsi
yang ketiga yaitu pemberdayaan masyarakat
sudah tak perlu diragukan lagi karena
masyarakat sekitar sudah diberdayakan
mengelola hutan Turunan sejak adanya
konsep HKm.

Menghidupkan fungsi edukasi dan
konservasi dapat dilakukan dengan beberapa
cara sebagai berikut :

1. Memberikan pendidikan dan pelatihan
untuk masyarakat pengelola mengenai
sejarah lokasi terkait posisinya dalam
bagian geopark internasional, juga sejarah
lokal pengelolaan hutan mulai dari saat
masyarakat mengelola secara bebas,
hingga munculnya konsep HKm sehingga
masyarakat dapat mengelola hutan dengan
izin dari pemerintah. Pengetahuan ini
nantinya yang akan dibagikan kepada
pengunjung sebagai salah satu bentuk
fungsi edukasi.

2. Sebagai hutan lindung, fungsi konservasi
dipertahankan dengan tidak melakukan
banyak kegiatan yang mengubah bentang
lahan. Pembangunan objek pelengkap
wisata seperti joglo pertemuan, gardu
pandang, toilet, warung dan arena bermain
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diusahakan sesedikit mungkin tanpa

mengurangi kenyamanan.

Gambar 4 Akthltas Eduka3| untuk Genera5| Muda di lKTH GorbusNaull '

Pengembangan ekowisata di areal
HKm - HL diharapkan dapat meningkatkan
perekonomian masyarakat secara umum, dan
petani HKm secara khusus. Jika dikelola
secara efektif, ekowisata dapat menimbulkan
kesadaran masyarakat bahwa kawasan yang
dilindungi  dapat memberikan manfaat
langsung bagi perubahan taraf hidup (Kuuder
et al, 2013). Hal ini sesuai dengan
pengamatan penulis dan informasi Dinas
Kehutanan setempat, bahwa masyarakat telah
menyadari keberadaan hutan dapat memberi
manfaat ekonomi bukan karena “kayunya”,
tapi karena keberadaan hutan itu sendiri.
Keberadaan wisata pada areal hutan, akan
mengubah perilaku masyarakat yang awalnya
permisif negatif terhadap sumberdaya hutan

lestari, menjadi positif menjaga dan
melindungi (Soekadri, 2000).
(Mangunjaya, 2006), mengatakan

bahwa tantangan yang umum dihadapi sektor
ekowisata adalah masalah infrastruktur,
khususnya akses jalan ke lokasi wisata. Pada
lokasi ekowisata HKm di Gorbus, karena
telah dikembangkan, akses jalan menuju
lokasi sudah tidak menjadi kendala. Kondisi
jalan poros relatif sudah baik, walaupun
letaknya jauh dari keramaian kota.

Tantangan yang lebih serius dari
ekowisata  khususnya ekowisata yang
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lokasinya berstatus hutan lindung, adalah
mempertahankan daya dukung lingkungan
agar tidak rusak. Karena bagaimanapun
interaksi lingkungan dengan masyarakat di
luar lingkungan itu (wisatawan luar) pasti
menimbulkan dampak. Secara khusus, areal
HKm sangat tergantung dari izin usaha yang
telah di sepakati. lzin usaha pemanfaatan
HKm vyang didapatkan kelompok adalah
selama 35 tahun dan dapat diperpanjang.
Klausul jangka waktu izin dan mekanisme
perpanjangan yang belum jelas ini
merupakan hambatan / tantangan dalam
mewujudkan areal HKm - HL sebagai areal
wisata yang berkelanjutan.

Tantangan yang lain  adalah
menambah dayatarik wisata khas kedaerahan
atau keunggulan lokal (Hasiholan, 2015).
Apa yang dianggap biasa oleh penduduk
desa, bisa menjadi obyek wisata yang
menarik perhatian penduduk kota. Kegiatan
pengelolaan hutan, praktik mengolah umbi —
umbian menjadi kuliner khas, adalah contoh
kegiatan khas pedesaan yang dapat dikemas
dalam satu paket ekowisata. Itu perlu
dikembangkan, dengan mengurangi atraksi
modernyang membutuhkan investasi besar
(Haryanto, 2013)
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Gambar 5 : Diskusi dengan Pangulu Nagori Sait Buttu tentang Perencanaan
Pengembangan KTH Gorbus Nauli

Petani HKm sebagai pengelola, perlu
secara berkelanjutan diberikan pelatihan
kepariwisataan dan pengetahuan konservasi
hutan. Kerjasama pengelola dengan pihak
terkait sangat penting untuk mendukung
keberlanjutan ekowisata HKmHL.

Pengembangan  ekowisata  akan
berhasil  jika seluruh  pihak terkait
berpedoman pada tiga hal yaitu : area alami
harus sesedikit mungkin mengalami sentuhan
pembangunan, sebaliknya perlu

dikembangkan sesuatu yang alami dan khas
daerah setempat; adanya areal wisata yang
boleh

sudah berkembang tidak

Gambar 6 : Alternatif Desain Infrastruktur Penunjang
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Masyarakat adalah pengelola utama, namun
harus selalu berkoordinasi dengan pihak lain
untuk tujuan yang sama yaitu hutan lestari
dan masyarakat sejahtera. Hal ini juga
berlaku di beberapa area ekowisata lainnya
(Setyadi et al., 2012).

4

=

mengesampingkan  Kkegiatan  konservasi
lingkungan yang harus selalu dilakukan
untuk menjaga kelestarian hutan lindung;
penduduk lokal atau dalam hal ini anggota
kelompok tani HKm - HL harus menjadi
penerima pertama manfaat dari kegiatan
wisata yang dikembangkan.

Gambar 7 : Alternatif Desain Infrastruktur Penunjang (Bangunan Tidak Permanen)
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Gambar 8 : Alternatif Desain Rest Area (Bangunan Tidak Permanen)

KESIMPULAN DAN SARAN

Peluang pengembangan ekowisata
HKm - HL KTH Gorbus Nauli Nagori Sait
Buttu  Saribu  Kecamatan  Pamatang
Sidamanik Kabupaten Simalungun sangat
besar, karena ada potensi - potensi yang
masih  dapat dikembangkan  menjadi
ekowisata yang berkelanjutan. Ekowisata
yang telah berkembang tersebut antara lain
objek wisata hutan Pinus, Rest Area,
Camping groun, Hikking.

Tantangan pengembangan ekowisata
mencakup tantangan dari segi finansial,
infrastruktur dan  kesiapan  masyarakat
setempat. Secara finansial, masyarakat masih
tergantung pada bantuan  pemerintah,
walaupun ada kesediaan dari masyarakat
untuk secara swadana dan swadaya
membiayai  sebagian  besar  kegiatan
pembukaan lahan pembangunan
infrastruktur awal.

Darisisi  infrastruktur,  walaupun
sebagian akses jalan sudah baik, masih perlu
diperbaiki juga infrastruktur lainnya. Dari
sisi kesiapan masyarakat setempat, masih
perlu dukungan pelatihan kepariwisataan,
kelembagaan dan manajemen agar dapat
semakin paham mengelola suatu area
ekowisata yang sehat, yang seimbang antara
perwujudan kelestarian lingkungan dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
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